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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 20 Agustus
1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX,

XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 Agustus 1990, agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXxXX XXXXXXXXX,
bertempat tinggal di Tempat kediaman semula di Xxxxx
XXXXX, XXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXK XXKK, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. (Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya
dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor

1012/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 27
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Februari 2014). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Nama Anak (laki-laki, tanggal
lahir 05 Desember 2014) kelas 3 SD, yang sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua
Penggugat di KABUPATEN SUKOHARJO selama 4 tahun 7 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan/ pertengkaran hal itu
dianggap sebagai ujian dalam membangun rumah tangga yang bahagia,
namun kurang lebih sejak tanggal 18 September 2018, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Tergugat tanpa
pamit dan ijin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat
Tergugat pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah
pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat
dan tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh
wilayah Republik Indonesia, yang hingga sekarang berlangsung selama 5
tahun.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat
baik secara langsung maupun melalui tetangga Tergugat, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil
permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama
dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan
rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar
anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Penggugat selaku ibu kandungnya.
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8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (xxxx) kepada
Penggugat (xxxx).
3. Menetapkan Penggugat selaku Pemegang Hak Asuh Anak yang
bernama Nama Anak (laki-laki, tanggal lahir 05 Desember 2014) dengan
tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk datang
mengunjunginya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum
kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
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Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx
tanggal 12 Januari 2013yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen
pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27 Februari
2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat
Nikah KUA XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah, bermeterai
cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai
dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi
tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor xxxxx, tanggal 20 September 2023 yang
dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis
diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 31
Desember 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup,
telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi
1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di Dusun XxXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, saksi tersebut mengaku sebagai Paman
Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah

pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-

laki, kelas 4 SD sekarang ikut orang tua Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXXXX Sebagai tempat tinggal
bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2018
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan oleh Tergugat
tanpa pamit dan ijin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan
sejak saat Tergugat pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat
tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar
kepada Penggugat dan tidak diketahui alamat tinggalnya dengan
jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat belum
pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi
kabar kepada Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh
Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXX XX XXX XXX

XXXX XXXXXKKKKKX, XXXXXXXXX XXKK, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, saksi tersebut

mengaku sebagai Adik Sepupu Penggugat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-
laki, kelas 4 SD sekarang ikut orangtua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXXX, XXXX, XXXX XXXXXXXX,
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XXXXXXXXX  XXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXXXX sebagai tempat tinggal
bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak anak umur 4
tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan oleh Tergugat
tanpa pamit dan ijin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan
sejak saat Tergugat pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat
tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar
kepada Penggugat dan tidak diketahui alamat tinggalnya dengan
jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat belum
pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi
kabar kepada Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh
Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh
karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus

diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz Il halaman 405, yang selanjutnya diambil

alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

43 ¥ b 5 b ol ol oS o oS ) 05
Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak
datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah
haknya. «;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah  Tergugat tanpa pamit dan ijin Penggugat pergi
meninggalkan Penggugat dan sejak saat Tergugat pergi berturut-turut sampai
sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah maupun
kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas
dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang
diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10
tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga
telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870
KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan
dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat
bertempat tinggal di XXXxXxxxxx Xxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan
Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada
tanggal 27 Februari 2014 tercatat di KUA XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Provinsi
Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat
telah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yaitu
Nama Anak, laki-laki, tanggal lahir 05 Desember 2014;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing
telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak
boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147
HIR. jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu
dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal
170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX yang menjadi
yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 27 Februari 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
Nama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 2014;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di XXXXX XXXXX, XXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX XXXXXKKKX;
4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama
5 (lima) tahun dan tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban sebagai
suami istri;
5. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi
Tergugat tidak ditemukan keberadaannya,;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka
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berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat
mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus
karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing karena
merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara a quo
(persona standi in judicio);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan
dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya
jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon
supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena salah satu
pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama 5 (lima) tahun tanpa alasan
yang sah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya
suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang
memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang
dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun
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menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari
konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu
berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah
tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di
persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik
untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan
untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (vide
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA
Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA
Nomor 3 Tahun 2018 angka Ill huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan
mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka
guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang
berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat
dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan
kemudaratan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi

sebagai berikut:

31 35
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Artinya: “Kemudaratan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang sudah retak dan
pecah sedemikian rupa akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia
yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap
pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan rumah tangga seperti
itu bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak
dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudarat, oleh karena itu harus dicari
kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fikih yang

berbunyi sebagai berikut:
Aladh s 8 A48 dwlad) £33

Artinya: “Menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengejar
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak harmonis hanya akan
membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan
teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudaratan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya
kemudaratan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang membuktikan Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun di atas, maka
seorang istri diperbolehkan menuntut talak kepada hakim sebagaimana norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 251:
JL & O gy lpe odm 0 Oypas 13] WL Leddls ol

aw Byl 1..1:....4 T

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa
diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh
mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika
dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang

dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja
meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin
Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali,
maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan
Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan
talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan
dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak
satu ba’'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Sukoharjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu
atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat
(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud
ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Petitum Tentang Hadanah

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 tentang hadanah, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, laki-laki, tanggal lahir 05

Desember 2014 diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak
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tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan
pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada
bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
junctis Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28
Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik
anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz
adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih
akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-Khin
dalam kitab al-Figh al-Manhaji, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim sebagaimana berikut:

dgaids yedd W LW (A e By gl 8 O
JUbY Blag i BY Ay Al clsl Js Lpesy

._9.:.‘}45 dab el o d.:j! dj:-h‘f-_ L Jd L;LG J.@ij c‘..g.‘-”g_l.ﬁ-ﬁ

Artinya: “Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah

karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya
lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung
beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut
dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu
mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka
butuhkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih
berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak
Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat
ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh
memutuskan hubungan silaturrahmi  dengan Tergugat selaku ayah

kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk,
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bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap
anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C
angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110
K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam

sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bagarah ayat 233 :

o5 4 358 N5 s T Y
Artinya: “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan
psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban
memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan
anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan
waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat
terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada
anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk
mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak
tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1
Tahun 2017 huruf C angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena
perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak

asuh (hadanah) atas anak yang bernama Nama Anak bin Abi Sasongko,
laki-laki, tanggal lahir 05 Desember 2014, dengan kewajiban memberi
akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta
mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima
ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab
1445 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin
Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.l., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastri
Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet, S.Ag. Mukhlisin, S.H.l., S.Hum.
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Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :
1. PNBP :Rp 60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan :Rp 340.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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